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PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 03 
TENTANG 

KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR MINYAK BUMI, GAS BUMI, 
DAN BAHAN BAKAR LAIN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa minyak bumi, gas bumi, dan bahan bakar lain 
merupakan sumber daya alam strategis terbarukan 
maupun tidak terbarukan serta merupakan komoditas 
vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan 
mempunyai peranan penting dalam perekonomian 
nasional dan kesejahteraan sosial sehingga 
pengelolaannya secara nasional harus dapat 
memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi 
rakyat Indonesia; 

b. bahwa dalam rangka mendukung ketersediaan minyak 
bumi, gas bumi, dan bahan bakar lain, perlu adanya 
pengaturan mengenai ekspor dan impor minyak bumi, 
gas bumi, dan bahan bakar lain; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta 
memperhatikan perkembangan kebijakan di bidang 
minyak bumi, gas bumi, dan bahan bakar lain, perlu 
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mengatur kembali kebijakan ekspor dan impor minyak 
bumi, gas bumi, dan bahan bakar lain; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang 
Ketentuan Ekspor dan Impor Minyak Bumi, Gas Bumi, 
dan Bahan Bakar Lain; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang 
Pengesahan Agreement Establishing The World Trade 
Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi 
Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564); 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor             17 
Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4661); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha 
Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3806); 

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang 
Minyak Dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152); 

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5059); 

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5512); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang 
Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 55 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang 
Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4996); 

10. Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014; 

11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara 
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I 
Kementerian Negara sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden 
Nomor 135 Tahun 2014; 

12. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang 
Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu 
Minyak Dan Gas Bumi; 

13. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang 
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri 
Kabinet Kerja Tahun 2014-2019; 

14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 
Nomor    32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, 
Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati 
(Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
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Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor      20 
Tahun 2014; 

15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-
DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Umum Di 
Bidang Impor; 

16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-
DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja 
Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-
DAG/PER/8/2012; 

17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-
DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum Di 
Bidang Ekspor; 

18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-
DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Angka Pengenal 
Importir (API) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan 
Nomor 84/M-DAG/PER/12/2012; 

19. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 
Nomor             9 Tahun 2013 tentang Organisasi Dan 
Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan 
Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi; 

20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-
DAG/PER/8/2014 tentang Ketentuan Umum 
Verifikasi atau Penelusuran Teknis di Bidang 
Perdagangan; 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG 

KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR MINYAK BUMI, GAS 
BUMI, DAN BAHAN BAKAR LAIN. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
1. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. 

2. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. 

3. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang 
dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau 
padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang 
diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara 
atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh 
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dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak 
Bumi dan Gas Bumi. 

4. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam 
kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang 
diperoleh dari proses penambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi. 

5. Bahan Bakar Lain adalah bahan bakar yang berbentuk cair atau gas 
yang berasal dari selain Minyak Bumi, Gas Bumi dan hasil olahan. 

6. Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi dan Gas Bumi adalah kegiatan 
usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha eksplorasi 
dan eksploitasi Minyak Bumi dan Gas Bumi. 

7. Kegiatan Usaha Hilir Minyak Bumi dan Gas Bumi adalah kegiatan 
usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha 
pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau niaga. 

8. Badan Usaha, yang selanjutnya disingkat BU adalah perusahaan 
berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, 
terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

9. Bentuk Usaha Tetap, yang selanjutnya disingkat BUT adalah badan 
usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan di wilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib mematuhi peraturan 
perundangan-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. 

10. Pengguna Langsung Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain, 
yang selanjutnya disebut Pengguna Langsung adalah badan usaha 
baik berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang 
melakukan impor Minyak Bumi, Gas Bumi dan/atau Bahan Bakar 
Lain untuk keperluan sendiri dan tidak untuk diperdagangkan. 

11. Eksportir Terdaftar Minyak Bumi dan Gas Bumi, yang selanjutnya 
disebut ET Minyak Bumi dan Gas Bumi adalah perusahaan yang 
melakukan ekspor Minyak Bumi dan Gas Bumi. 

12. Eksportir Terdaftar Bahan Bakar Lain, yang selanjutnya disebut ET 
Bahan Bakar Lain adalah perusahaan yang melakukan ekspor Bahan 
Bakar Lain. 

13. Importir Terdaftar Minyak Bumi dan Gas Bumi, yang selanjutnya 
disebut IT Minyak Bumi dan Gas Bumi adalah perusahaan yang 
melakukan impor Minyak Bumi dan Gas Bumi. 

14. Importir Terdaftar Bahan Bakar Lain, yang selanjutnya disebut IT 
Bahan Bakar Lain adalah perusahaan yang melakukan impor Bahan 
Bakar Lain. 
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